BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUP

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan
kemampuannya melalui peningkatan pendidikan formal dengan
memberikan kesempatan mengikuti tugas belajar dan izin belajar
pada strata pendidikan yang lebih tinggi;

bahwa Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2009
tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Luwu Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan saat ini sehingga perlu diadakan penyempurnaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkup Pemerintah Kabupaten
Luwu Utara;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, -Témbéhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) seBagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972
tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan;



10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
193/X111/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor SE-
01/1/1994, Tanggal 2 Agustus 1994, Perihal Membangkitkan
Semangat Pegawai Untuk Menngikuti Pendidikan Diploma III,
Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (83);

2. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor
SE/18/M.PAN/2004, Tanggal 24 Mei 2004 tentang Pemberian
Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TUTARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN
IZIN BELAJAR DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU UTARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar dan
Izin Belajar di Lingkup Pemeintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2009 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Syarat Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil :
a. mempunyai masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai
Pegawai Negeri Sipil, dan setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksana Pegawai Negert Sipil
(DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;



@

b.— bidang pendidikan /pelatihan yang dipilih harus sesuai dengan program Diploma D-III,
Strata Satu (S-1), Program Magister (S-2), dan Program Doktor (8-3) yang dinyatakan
dalam rekomendasi oleh pimpinan unit kerjanya serta mendapat persetujuan Bupati;

c. batas usia.paling tinggi, yaitu :

1. untuk program Diploma (D-III) dan Strata Satu (S-1) adalah 30 (tiga puluh) tahun;

2. untuk program Strata Dua/Magister (S-2) dan Dokter Spesialis adalah 35 (tiga puluh
lima) tahun; dan

3. untuk program Doktor (S-3) adalah 40 (empat puluh) tahun.

d. lulus seleksi program pendidikan yang dipilih pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri,

e. permohonan untuk mengikuti seleksi ditujukan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah dan
disetujui pimpinan unit kerjanya;

f. Pegawal Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar dinyatakan sehat dan mampu
mengikuti program pendidikan atas rekomendasi Dokter Pemerintah; dan

g. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan fungsional dibebaskan dari
jabatannya selama mengikuti program tugas belajar.

Syarat Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil :

a. mempunyai masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatannya sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksana Pegawai Negeri
Sipil dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;

b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

¢. bidang pendidikan yang diikuti harus mendﬁkung pelaksanaan tugas jabatan;

d. dirckomendasikan oleh pimpinan unit kerjanya serta mendapat persetujuan dari
Sekretaris Daerah,;

e. biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

f. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat
apabila formasi belum memungkinkan; dan

g. izin belajar hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan
dalam wilayah Luwu Raya.



Pasal I1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Telah diperiksa Paraf Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Juli 2010
Kepala BKDD \
: 1 UPATI LUWU UTARA,

Sekretaris BKDD L
Kabid. Diklat Aparatur

4
Kasubid. Diklat I’L‘

Diundangkan di Masamba

pada tanggal 20 Juli 2010

Pit. S TARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

SY UL BACHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 21



